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BAB V 

PENUTUP 

V.I Kesimpulan 

 Sesuai hasil magang II kelompok kami  Taruna Program Studi 

Diploma III Teknologi Otomotif di UPUBKB Kota Malang menghasilkan 

beberapa kesimpulan, sebagai  berikut :  

a. Aspek pelayanan yang dilaksanakan di UPUBKKB Kota Malang telah 

dilaksanakan dengan baik dan optimal, namun dengan SDM penguji 

yang ada beberapa alat uji ada yang digunakan hanya pada kondisi 

tertentu saja.  

b. Kinerja SDM penguji yang ada sudah cukup bagus dalam upaya 

memberantas kendaraan yang masih melanggar secara teknis maupun 

laik jalan.  

c. Dengan adanya kelompok magang kami disini dapat membantu untuk 

mengoperasionalkan alat uji yang sebelumnya hanya digunakan pada 

kondisi tertentu saja.  

d. Dengan adanya magang II ini, UPUBKB Kota Malang sangat terbantu 

yaitu terpenuhinya Sumber Daya Manusianya, sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. 

V.II Saran 

 Guna meningkatkan keamanan dan pelayanan serta kinerja di UPUBK 

Kota Malang , terdapat berbagai saran dari kelompok magang kami sebagai 

berikut:  

a. UPUBKB Kota Malang seharusnya menambah SDM penguji kendaraan 

bermotor sesuai dengan jenjang kompetensi yang dibutuhkan. 

b. UPUBKB Kota Malang seharusnya meningkatkan lagi dalam segi 

pengecekan kendaraan secara teknis agar memperketat dan tidak 

ditemukan lagi kerusakan - kerusakan pada kendaraan khususnya 

secara teknis. 

c. UPUBKB Kota Malang seharusnya tetap mengoperasikan alat uji yang 

penggunaannya pada waktu tertentu saja menjadi dioperasikan setiap 

waktu.  
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d. UPUBKB Kota Malang seharusnya tetap melakukan pelayanan secara 

menyeluruh walaupun ada kekurangan SDM penguji dan perlu adanya 

penambahan SDM penguji sesuai dengan jenjang kompetensi yang 

dibutuhkan.  
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